PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 13 TAHUN 1960
TENTANG
PENGAKUAN  PENGAVWASAN DAN PEVBUBARAN PARTAI - PARTA

Presi den Republ i k | ndonesi a,

Meni nbang :

"bahwa perlu di adakan ketentuan-ketentuan |ebih |anjut untuk nel aksanakan
Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat dan
penyeder hanaan kepart ai an:

Mengi ngat :
pasal 10 dan pasal 11 Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959;

Mendengar :
Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 5 Juli 1960;

Mermut uskan:

Menet apkan :
Peraturan Presiden tentang pengakuan, pengawasan dan penbubaran partai -
partai.

BAB |
PENGAKUAN SEBAGAI  PARTA

Pasal 1

Partai-partai yang telah berdiri pada tanggal 5 Juli 1959 diwgjibkan
nenyesuai kan Anggaran Dasar dan Anggaran Runmah Tangga nasi ng- nasi ng dengan
ket ent uan-ketentuan pada pasal-pasal 3, 4 5 6 dan 7 dari Penetapan
Presiden No. 7 tahun 1959.

Pasal 2
Partai-partai tersebut pada pasal 1 diwgjibkan sel anbat-|anbatnya pada

tanggal 31 Desenber 1960 nel apor kan kepada Presi den:
1. Anggar an Dasar dan Anggaran Rumah Tangga nasi ng- nasi ng;

2 Cat at an j unt ah cabang- cabang dan j um ah anggota ditiap cabang;

3 Catatan nama, umur dan pekerjaan dari para anggota dari setiap
cabang;

4, Q gani sasi -organi sasi | ain yang nendukung dan/atau bernaung di bawah
partai nasi ng- masi ng;

5 Keterangan polisi setenpat, bahwa cabang-cabang sudah berdiri pada

tanggal 5 Juli 1959.
Pasal 3

(1) Jumah anggota dari seluruh partai harus sekurang-kurangnya 150.000
or ang.

(2) Yang dianggap sebagai cabang ialah kesatuan organi sasi dari partai
set enpat yang ber anggot akan sedi ki t - di ki tnya 50 orang.



Pasal 4

(1) Pengakuan dan penol akan pengakuan partai-partai dilakukan dengan
Keput usan Presi den.

(2) Keputusan Presiden tentang pengakuan dan penol akan pengakuan partai -
partai di sanpai kan kepada pi npi nan partai-partai dan di ununkan dengan
penenpat an dal am Berita- Negara Republ i k | ndonesi a.

BAB | |
PENGAVASAN

Pasal 5

Setiap partai yang sudah diakui, wajib nelaporkan setiap 6 bul an sekali
kepada Presi den;

a. hal - hal yang di naksudkan pada pasal 2 angka 2, 3 dan 4;

b. kekayaan dan nasuk kel uarnya keuangan.

BAB I |
PERUBAHAN

Pasal 6

Kalau ada persangkaan, bahwa suatu partai berada dalam keadaan yang
di naksudkan pada pasal 9 ayat (1) Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959, naka
Presi den nenyat akan hal itu kepada Mahkamah Agung dengan nenyer ahkan sur at -
surat dan lain-lain yang dapat di pergunakan sebagai al at penbuktian untuk
neneguhkan per sangkaan tersebut .

Pasal 7

(1) Mahkamah Agung nengadakan peneri ksaan dengan acara bebas tentang
per sangkaan t er sebut pada pasal 6.

(2) Wdtuk peneriksaan tersebut pada ayat (1) pasal ini Mihkanah Agung
dapat nendengar saksi-saksi dan ahli-ahli di banah sunpah.

(3) Setelah peneriksaan tersebut pada ayat (1) pasal ini selesai,
Mahkamah Agung nenberit ahukan pendapat nya kepada Presi den.

Pasal 8

(1) Keputusan Presiden yang nenyatakan penbubaran suatu partai
di beri tahukan sel ekas nungki n kepada pi npi nan partai itu.

(2) Dalam waktu tiga puluh hari, terhitung mulai tanggal berlakunya
keput usan Presi den yang nenyat akan penbubaran tersebut pada ayat (1)
pasal ini, pinpinan partai harus nenyatakan partainya bubar dengan
nenber i t ahukannya kepada Presi den seketika itu juga.

(3) Apabila tenggang waktu tersebut dalamayat (2) pasal ini |anpau tanpa
pernyataan partai ternaksud, naka partai yang bersangkutan ialah
per kunpul an terl arang.

Pasal 9

Sebagai aki bat penbubar an/ pel arangan sesuatu partai, seorang anggota dari
partai itu yang duduk sebagai anggota Mj el i s Pernusyawar at an Rakyat, Dewan



Perwaki | an Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dianggap berhenti
sebagai anggot a badan- badan tersebut .

BAB IV
PENJTUP

Pasal 10
Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada hari di undangkan.
Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya, menerintahkan pengundangan

Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dal am Lenbaran- Negara Republik
| ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 1960
Presi den Republ i k | ndonesi a,

Tt d.
SCEKARNO
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 1960.
Ment eri  Kehaki nan,
Tt d.
SAHARDIO
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESI DEN No. 13 TAHLN 1960
t ent ang
PENGAKUAN, PENGAVWASAN DAN PEMBUBARAN
PARTAl - PARTA

Peraturan Presiden ini nerupakan pel aksanaan pasal 10 dan pasal 11
Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 tentang Syarat-syarat dan
Penyeder hanaan Kepart ai an.

Dal am Peraturan Presiden ini disebut tiga macam tindakan dari
Penerintah nengenai soal kepartaian, yaitu pengakuan, pengawasan dan
penbubaran partai-partai.

Taraf pertama ialah nmengakui partai-partai yang sudah berdiri pada
tanggal 5 Juli 1959, vyaitu nulai berlakunya Derit Presiden/Panglinma
Tertinggi Angkatan Perang.

Kepada partai-partai diberi kesenpatan untuk nenyesuai kan Anggaran
Dasar dan Anggaran Runah Tangga nasing-nasi ng dengan ket ent uan- ket ent uan
dal am Penet apan Presiden No. 7 tahun 1959.

Syarat-syarat tersebut dal am pasal 5 Penetapan Presiden No. 7 tahun
1959 di perinci, dengan nenentukan bahwa sel uruh partai harus beranggot akan
sekur ang- kur angnya 150. 000 orang, sedang yang di anggap sebagai cabang i al ah
kesat uan organi sasi partai setenpat yang beranggot akan sedi kit-di kitnya 50



orang. Ketentuan-ketentuan ini di adakan untuk nmenjamn tersebarnya anggota
partai diwlayah Republik Indonesia sebagai nana di naksud dal am Penet apan
Presiden No. 7 tahun 1959.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka nanti akan ada
partai -partai yang diakui dan partai-partai yang tidak di akui .

Atas partai-partai yang diakui, dilakukan pengawasan ol eh Penerintah
seperlunya, dan partai-partai itu dapat kenudian dibubarkan, kalau ada
al asan.

Penbubaran itu didahului dengan suatu peneriksaan oleh Mahkamah

Agung.
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